
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU, PENGAWAS DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI
KALIMANTANTIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, -

Menimbang a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja
dan meningkatkan kesejahteraan guru, pengawas
dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan
Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur,
dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan
Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (8) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan
Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Notrtot 65, Tatrtbahafi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 13 Tahun 2008 ten tang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 13);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2016 Nomor9);

7. Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun
Penyelenggaraan
Provinsi Kalimantan
16);

Provinsi Kalimantan Timur
2016 tentang

Pendidikan (Lembaran Daerah
Timur Tahun 2016 Nomor



-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILANPEGAWAI NEGERI SIPIL GURU,
PENGAWASDANTENAGA KEPENDIDlKANJENJANG
PENDIDlKANSEKOLAHMENENGAHATAS, SEKOLAH
MENENGAHKEJURUANDANSEKOLAHLUAR BIASA
PROVINSIKALIMANTANTIMUR.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Timur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBDProvinsi Kalimantan Timur.

6. Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk mememahi jabatan pemerintah.

7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasipeserta didik.

8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan,
pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses
pendidikan pada satuan pendidikan.

9. Sekolah Menengah Atas yang selanju tnya disingkat SMA
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
menengah.

10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik
terutama untuk bekerja dibidang tertentu .
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11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan khusus.

12. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan
yang diberikan berdasarkan beban kerja bagi PegawaiNegeri Sipil
guru, pengawas dan tenaga kependidikan.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

(1) Peraturan Gubernur tnt dimaksudkan sebagai pedoman dan
landasan hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan
Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Provinsi
Kalimantan Timur.

(2) Tujuan pemberian Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk mernotivasi dalarn melaksariakan tugas pokok dan
fungsinya serta meningkatkan kesejahteraannya

BABIII
ALOKASIANGGARAN

Pasal3

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang
bekerja aktif pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di
lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
a. Pengawas SMA,SMKdan SLBNegeri;
b. Guru SMA,SMKdan SLBNegeri;
c. Tenaga KependidikanSMA,SMKdan SLBNegeri;
d. Guru yang diperbantukan di SMA,SMKdan SLBswasta; dan
e. Guru yang berstatus PNS dari Kementeriari/Lembaga Negara yang

diperbantukan di SMA,SMKdan SLBNegeri.

(3) Tenaga Kependidikan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Pelatih
Ektrakulikuler, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan.

(4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dapat diberikan jika tidak menerima tambahan penghasilan dari
Kementeriarr/LembagaNegara.

(5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada jabatan fungsional danl atau golongandan pangkat.
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BABIV
PENGANGGARAN

Pasal4

(1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan
Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan
Pendidikan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur diberikan
berdasarkan pertirobangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

(2) Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada
melalui Belanja Tidak Langsung melalui Dinas.

Sipil
APBD

BABV
BESARANTAMBAHANPENGHASILAN

Pasal5

(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Guru, Pengawas
dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan SMA, Pendidikan
SMK dan Pendidikan SLB Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (2)huruf a diberikan setiap bulan dan
dibayarkan memperhatikan kondisi objektif dalam bentuk tingkat
kehadiran berdasarkan laporan Kepala Dinas.

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan
setiap bulan dan dibayarkan memperhatikan kondisi objektif
dalam bentuk tingkat kehadiran berdasarkan laporan kepala sekolah.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang
Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2019

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2019

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTANTIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

-====""?~
H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1006
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